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ABSTRAK

Analisis Yuridis Terahadap Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Di Pengadilan Agama Situbondo (Studi Kasus Perkara No.1051/Pdt.G/2024/PA.Sit dilatarbelakangi oleh adanya surat surat edaran Mahkamah Agung nomor 3 Tahun 2023 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2023.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum jika surat edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2023 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan tidak dilaksanakan dalam proses pengajuan perceraian.Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach), dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum sedang ditangani. Juga menggunakan pendekatan konseptual (Conseptual Approach) yaitu metode dengan pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum, yang dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan pertama, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2023 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan telah di implementasikan dalam proses penanganan perkara No. 1051/Pdt.G/2024/PA di Pengadilan Agama Situbondo bahwa Mahkamah Agung telah menerbitkan surat edaran SEMA Nomor 3 Tahun 2023 bagi hakim pengadilan yang berada di lingkupnya. Surat edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pengadilan yang menangani perkara perceraian, termasuk pemisahan tempat tinggal minimal enam bulan.
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ABSTRACT

A Legal Analysis of Supreme Court Circular Letter Number 3 of 2023 Concerning the Implementation of the Formulation of the Results of the 2023 Supreme Court Chamber Plenary Meeting as a Guideline for the Implementation of Duties for Courts at the Situbondo Religious Court (Case Study No. 1051/Pdt.G/2024/PA.Sit). This study was motivated by the Supreme Court Circular Letter Number 3 of 2023 concerning the implementation of the formulation of the results of the 2023 Supreme Court Chamber Plenary Meeting. This study aims to determine and analyze the legal consequences if Supreme Court Circular Letter Number 3 of 2023 concerning the implementation of the formulation of the results of the 2023 Supreme Court Chamber Plenary Meeting as a guideline for the implementation of duties for Courts is not implemented in the divorce filing process. The research method used in this thesis is a Statute Approach, by examining all laws and regulations related to the legal issue being handled. It also uses a legal approach. The conceptual approach is a method that refers to legal principles, which can be found in scholarly views or legal doctrines. Based on the research results, it can be concluded that, first, Supreme Court Circular Letter Number 3 of 2023 concerning the implementation of the formulation of the results of the 2023 Supreme Court chamber plenary meeting as a guideline for the implementation of the Court's duties has been implemented in the handling of case No. 1051/Pdt.G/2024/PA at the Situbondo Religious Court. The Supreme Court has issued Circular Letter SEMA Number 3 of 2023 for judges within its jurisdiction. This circular is intended as a guideline for courts handling divorce cases, including separation of residence for a minimum of six months.
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PENDAHULUAN
Perkawinan merupakan sebuah kebutuhan dalam kehidupan manusia bahkan menjadi kebutuhan dasar bagi setiap orang. Pada prinsipnya, manusia diciptakan berpasang-pasangan oleh Allah SWT untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan. Sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada dasarnya dalam suatu perkawinan hal yang tidak diinginkan terjadi yaitu sebuah perceraian, karena sesuai dengan tujuan awal dari perkawinan yaitu membentuk sebuah perkawinan yang mulia, maka perceraian seharusnya menjadi pilihan terakhir yang diambil suami-isteri untuk mengakhiri kehidupan rumah tangga mereka. Dalam praktiknya sendiri, tidak sedikitpun pasangan gagal untuk mencapai target tersebut dan memutuskan untuk mengakhiri perkawinan mereka dengan jalan perceraian. Melihat pada aspek legalitas dari sebuah perkawinan, salah satu regulasi mengenai perkawinan di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ini pada dasarnya mempunyai beberapa asas atau prinsip sebagaimana yang tercantum dalam Penjelasan Umum UndangUndang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974. Adapun salah satu asas atau prinsip adalah prinsip mempersukar terjadinya perceraian yang menjelaskan bahwa: “Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan.” Prinsip tersebut merupakan prinsip penting dalam mengatur perihal mencegah terjadinya perceraian. Membentuk hubungan perkawinan tentunya membutuhkan kematangan baik secara jasmani dan rohani untuk memenuhi harapan dari Undang-Undang Perkawinan untuk terciptanya rumah tangga yang kekal dan abadi dapat tercapai. Jika melihat pada Pasal 39 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan walaupun seolah-olah memberikan kesempatan untuk melakukan perceraian, namun ada persyaratan serta tahapan yang wajib dilaksanakan jika ingin melakukan perceraian sehingga terkesan memperumit terjadinya perceraian.
	Pada dasarnya perceraian merupakan jalan terakhir yang ditempuh setelah ikhtiar dan segala daya upaya yang telah dilakukan guna memperbaiki kehidupan perkawinan dan ternyata tidak ada jalan lain lagi selain jalan perceraian. Perceraian dapat terjadi karena alesan tertentu dan harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Alasan alasan tersebut tertera pada : Pasal 116 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa perceraian bisa terjadi karena beberapa faktor, antara lain perselisihan dan konflik berkepanjangan, salah satu pihak meninggalkan pasangan selama dua tahun berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan sah, atau adanya kekerasan dalam rumah tangga maupun tindakan kejam yang mengancam keselamatan pasangan. Pasal ini juga mencakup alasan perceraian karena salah satu pihak menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan atau cacat badan yang menghalangi untuk melaksanakan kewajiban sebagai suami atau istri, serta karena salah satu pihak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan agama yang bersifat mendasar. Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang adil dan seimbang bagi kedua belah pihak dalam suatu pernikahan, serta memastikan bahwa perceraian hanya dilakukan sebagai jalan terakhir setelah upaya-upaya lain untuk menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga tidak berhasil.

METODE PENELITIAN
Metode penelitian dalam ilmu hukum di sebut sebagai penelitian hukum atau disebut legal research atau dalam bahasa belanda rechtsonderzoek. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan, prisip, dan doktrin hukum untuk memecahkan masalah hukum. Namun, Khusbal Vibhute dan Filipos Aynalem menyatakan bahwa penelitian hukum terbagi menjadi dua. Pertama, penelitian hukum yang berlaku untuk situasi tertentu. Penggunaan aturan pada Perundang-Undangan dan putusan-putusan pengadilan dilakukan untuk mendapatkan jawaban terhadap suatu isu hukum yang diajukan. Kedua, penelitian hukum membantu perkembangan ilmu hukum. Artinya mencari prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi hukum tertentu. Penelitian hukum dilakukan dengan tujuan mencari solusi atas masalah hukum yang muncul yaitu memberikan prespektif tentang apa yang selayaknya terjadi dengan masalah tersebut.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1.Rukun dan syarat perkawinan
Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama, dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Sama halnya dengan perkawinan, sebagai perbuatan hukum, rukun dan syarat perkawinan tidak boleh ditinggalkan. Perkawinan menjadi tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. jika salah satu rukunnya tidak terpenuhi, maka perkawinan tidak akan sah. Rukun perkawinan diantaranya: calon suami, calon istri, wali dari calon istri, saksi dua orang saksi dan ijab qabul. Syarat adalah sesuatu yang harus terpenuhi sebelum perkawinan itu dilakukan.Terdapat dua macam syarat-syarat perkawinan yaitu syarat materiil adalah syarat yang melekat pada diri masing-masing pihak disebut juga syarat subjektif, dan syarat formal yaitu mengenai tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan undang-undang disebut juga syarat objektif.
2. pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar mahkamah agung tahun 2023 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan telah diimplementasikan dalam proses penanganan perkara
Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 7 dan 8, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) diakui sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang disusun berdasarkan kewenangan suatu lembaga. Proses pembentukan SEMA dimulai dari kewenangan Mahkamah Agung (MA) untuk meminta keterangan dan memberikan petunjuk kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawahnya. Dalam konteks evolusi hukum yang terus berubah, SEMA menjadi salah satu instrumen yang dipakai untuk menjalankan fungsi pengawasan Mahkamah Agung atas jalannya peradilan. Namun demikian, perlu dicatat bahwa SEMA memiliki kedudukan yang terbatas di bawah Undang-Undang, serta hanya mengikat dalam lingkup peradilan. Meskipun SEMA tidak mengikat secara hukum, dalam SEMA No. 3 Tahun 2023 dapat memberikan panduan yang jelas bagi hakim dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan batas waktu pisah tempat tinggal. Menurut saya SEMA ini memberikan arahan yang jelas mengenai batas waktu pisah tempat tinggal minimal 6 bulan dalam perkara perceraian, yang membantu supaya menjaga keseragaman putusan di pengadilan.Surat edaran Mahkamah Agung (SEMA) Sifatnya mengatur intern lembaga-lembaga peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung, jadi sifatnya mengatur terutama yang berkaitan dengan teknis peradilan dan harus dipatuhi oleh para hakim, dan juga sebagai pedoman bagi aparat peradilan dalam menerima, mengadili dan memutus perkara. Terkait SEMA no 3 tahun 2023 hakim harus patuh dengan sema tersebut karena sema tersebut sudah sesuai syari'at Islam dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perkawinan yang prinsipnya adalah mempersulit perceraian, di samping itu SEMA juga berfungsi sebagai pedoman bagi hakim agar putusannya tidak disparitas dalam menangani kasus yang sama atau hampir sama. Jadi SEMA tersebut bukan lagi relevan tapi harus dipatuhi terutama bagi hakim. Dengan demikian, meskipun SEMA memiliki peran penting dalam pengaturan peradilan, namun undang-undang tetap menjadi landasan utama yang harus diikuti oleh semua pihak, baik dalam ranah peradilan maupun di luar peradilan. SEMA No. 3 Tahun 2023, seperti SEMA lainnya, tidak memiliki kekuatan mengikat seperti peraturan perundang-undangan. Namun, ia memiliki kekuatan persuasif yang kuat. Para hakim biasanya memandang SEMA sebagai pedoman atau interpretasi resmi dari Mahkamah Agung yang membantu mereka dalam menafsirkan dan menerapkan hukum secara konsisten.Pada batas waktu minimal 6 bulan dalam SEMA diperlukan untuk memastikan bahwa pernikahannya benar-benar gagal dan pasangan tersebut tidak dapat rujuk kembali. Jadi ada panduan yang jelas bagi hakim sehingga keputusan yang diambil berdasarkan bukti yang kuat dan waktu pisah yang cukup.
3. akibat hukum jika surat edaran mahkamah agung nomor 3 tahun 2023 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar mahkamah agung tahun 2023 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan tidak dilaksanakan dalam proses pengajuan perceraian.
Di dalam Islam, talak atau perceraian tidak bisa dilakukan dengan semena-mena atau sesuka hati. Terdapat beberapa rukun, syarat serta jenis dan macam dalam melakukan perbuatan talak tersebut. Hal tersebut senada dengan Undang-Undang perkawinan yang tidak melarang perceraian, hanya dipersulit pelaksanaannya, artinya tetap dimungkinkan adanya perceraian jika seandainya benar-benar tidak dapat dihindarkan, itu pun harus dilaksanakan dengan secara baik di hadapan sidang pengadilan. Dalam rangka mempertegas asas mempersukar perceraian, Kamar Agama Mahkamah Agung menetapkan tolak ukur dikabulkannya gugatan cerai di lingkungan peradilan agama, yaitu harus terbukti Broken Marriage, dan harus ada batas minimal berpisah tempat tinggal. Hal ini terdapat di dalam Rumusan Hukum Kamar Agama SEMA No. 1 Tahun 2022 yang kemudian disempurnakan menjadi SEMA No. 3 Tahun 2023. Di dalam Rumusan Hukum Kamar Agama SEMA No. 3 tahun 2023 menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yang awalnya alasan perceraian yang berupa pertengkaran terus-menerus dengan berpisah tempat tinggal selama minimal 6 bulan yang merupakan suatu pilihan berubah menjadi suatu kewajiban gabungan kumulatif antara pertengkaran dan telah berpisah selama minimal 6 bulan kecuali adanya perbuatan KDRT. SEMA No. 3 Tahun 2023 dibuat dengan tujuan untuk menekan angka perceraian yang setiap tahun naik secara signifikan. Asas mempersukar perceraian yang terdapat dalam kajian syar’i dan positif yuridis di Indonesia diterapkan dalam SEMA No. 3 Tahun 2023 dengan memberi syarat waktu terhadap gugatan perceraian yang masuk. Hal ini sangat berpengaruh dengan tingkat perceraian di Pengadilan Agama Situbondo, terbukti dengan menurunkan putusan gugatan cerai di kabupaten Situbondo.Akibat hukum jika surat edaran mahkamah agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar mahkamah agung tahun 2023 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan tidak dilaksanakan dalam proses pengajuan perceraian maka akan melonjaknya atau semakin banyak atau naik putusan gugatan cerai. 

KESIMPULAN
Surat edaran mahkamah agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar mahkamah agung tahun 2023 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan telah di implementasikan dalam proses penanganan perkara No. 1051/Pdt.G/2024/PA di Pengadilan Agama Situbondo bahwa Mahkamah Agung telah menerbitkan surat edaran SEMA Nomor 3 Tahun 2023 bagi hakim pengadilan yang berada di lingkupnya. Surat edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pengadilan yang menangani perkara perceraian, termasuk pemisahan tempat tinggal minimal enam bulan.Akibat hukum jika surat edaran mahkamah agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar mahkamah agung tahun 2023 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan tidak dilaksanakan dalam proses pengajuan perceraian maka akan melonjaknya atau semakin banyak atau naik putusan gugatan cerai.
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